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MOTTO

" Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik.

Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga
mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu
melakukannya lebih baik lagi."

(Martin Luther King)
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DAFTAR LAMPIRAN

Perkara Nomor: 29/KPPU-1/2009 tentang Dugaan Pelanggaran
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya
disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelayanan
Jasa Taksi di Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal dan
Kota Purwokerto Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.
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RINGKASAN

Adanya Dugaan Pelanggaran dalam Pelayanan Jasa Taksi di Kota
Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Purwokerto Propinsi Jawa
Tengah, oleh 23 Terlapor yaitu Kosti Semarang, PT Wahana Atlas Nusantara
(Atlas Group), PT Centris Multi Persada cabang Semarang, Koperasi Puri
Kencana, PT Pandu Persada Sarana Mukti, PT Astria Taxi, PT Satria Express
Perdana cabang Semarang, Blue Bird cabang Semarang, Kosti Solo, PT Solo
Central Taksi, PT Mahkota Ratu Taksi, Koperasi Bengawan Taksi, CV Sekar
Gelora, CV Sakura Sari Taksi, Koperasi Banyumas Taksi, Koperasi Satria
Transport, Koperasi Dita Ayu Bahari, PT Wahana Eka Lestari (Atlas Group),
DPD Organda Propinsi Jawa Tengah, DPC Organda Kota Semarang, DPC
Organda Kota Surakarta, DPC Organda Kabupaten Banyumas, DPC Organda
Kota Tegal. yang diduga oleh KPPU melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas
permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan
judul: “ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN
JASA TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN
PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-
1/2009)”.

Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) hal yaitu : pertama, Bagaimanakah
proses penentuan tarif dalam pelayanan jasa taksi di Kota Semarang, Surakarta,
Tegal dan Purwokerto Propinsi Jawa Tengah. Kedua Apakah penetapan tarif
dalam pelayanan jasa taksi di Kota Semarang, Surakarta, Tegal dan Purwokerto
Propinsi Jawa Tengah tidak bertentangan dengan pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu Tujuan Umum dan
Tujuan Khusus. Tujuan Umum bersifat Akademis, antara lain: Memenuhi dan
melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan
dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, Memberikan
sumbangan pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Jember pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
Adapun tujuan khususnya yaitu : Untuk mengetahui serta memahami tentang
pelayanan jasa dan proses penentuan tarif Taksi di Kota Semarang, Surakarta,
Tegal dan Purwokerto Propinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui dan memahami
persaingan usaha mengenai penentuan tarif yang melibatkan para perusahaan taksi
yang berada di wilayah di Kota Semarang, Surakarta, Tegal dan Purwokerto
Propinsi Jawa Tengah.

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini
menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah
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menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Pada bahan
hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini
adalah pertama, 1. 1. Proses penentuan tarif taksi yang terjadi di dalam pelayanan
jasa taksi yang berlaku di Jawa Tengah merupakan hasil suatu kesepakatan
bersama yang dilakukan oleh para pengusaha taksi. Pengusaha taksi dan Organda
Kota semarang membuat kesepakatan pada tanggal 23 Mei 2008 yang ditanda
tangani oleh semua pengusaha taksi dikota semarang, yang didasarkan pada Surat
keputusan DPC Organda Kota Semarang Nomor SKEP:001/DPC/V/2008 tentang
penetapan tarif, Sedangkan dikota Surakarta didasarkan pada surat Keputusan
DPC Organda Kota Surakarta Nomor 007/DPC/V/2008 yang tertanggal 24 Mei
2008, dan di Banyumas sendiri didasarkan pada hasil pertemuan antara DPC
Organda Banyumas, pelaku usaha serta Assekbang dan Dinas Perhubungan
setempat pada tanggal 23 Mei 2008 namun tidak menerbitkan Surat Keputusan.
Khusus untuk Kota Tegal dan Sekitarnya belum diperoleh informasi yang
memadai mengenai tarif yang berlaku disana. Setelah itu pada tanggal 17 Februari
2010 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa
tengah melakukan pertemuan dengan seluruh pengusaha taksi yang ada di Jawa
Tengah dengan agenda Rapat Penanganan Tarif Taksi di Propinsi Jawa Tengah
dan masing-masing Pengusaha taksi diharuskan menyampaikan persetujuan tarif
taksi kepada Bupati/Walikota/Gubenur. dan nantinya Bupati/Walikota/Gubenur
tersebut menyetujui tarif taksi yang diajukan oleh masing-masing pengusaha taksi.
Kedua adalah 2. Berdasarkan unsur-unsur pasal 5 undang-undang nomor 5 Tahun
1999 yang telah dipaparkan pada pembahasan, penentuan tarif pelayanan jasa
taksi dikota Semarang, Surakarta, Tegal dan Purwokerto Propinsi Jawa Tengah
dalam Putusan KPPU Nomor 29/KPPU-1/2009, Tidak bertentangan dengan pasal
5 undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. karena dalam suatu perjanjian penentuan tarif dalam
pelayanan jasa taksi tersebut, merupakan suatu bentuk kesepakatan yang terjadi
antara semua terlapor dalam bentuk penetapan tarif jasa taksi guna untuk mengisi
kekosongan hukum yang ada karena tidak adanya pengaturan mengenai tarif taksi
yang diterbitkan oleh pemerintah.

Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini ada 3 ( tiga) hal, yaitu:
pertama: KPPU hendaknya membuat penjelasan lebih detail tentang pasal 5
tentang penetapan harga dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999, dalam
penjelasan unsur mengenai “perjanjian”, agar nantinya dapat di ketahui arti unsur
dari suatu perjanjian dalam hukum persaingan usaha yang lebih jelas. Kedua:
Pemerintah hendaknya membuat suatu kebijakan dalam penetapan tarif terlebih
dahulu dengan para pengusaha taksi supaya tidak terjadi kekosongan hukum serta
memberikan sanksi administratif kepada setiap operator taksi yang tidak
mematuhi atau tidak memenuhi standar pelayanan umum. Ketiga : Masyarakat
dan pelaku usaha juga harus turut aktif dan ikut serta dalam mewujudkan suatu
persaingan usaha yang sehat. Serta ikut mengawasi kinerja dari KPPU agar
keputusan yang dikeluarkan KPPU dapat memenuhi rasa kepastian hukum baik
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bagi masyarakat maupun pelaku usaha sehingga akan menciptakan persaingan
usaha yang kompetitif.
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